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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana Indonesia pidana penjara diatur sebagai salah satu
bentuk pidana pokok berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Terpidana yang dikenakan sanksi Pidana penjara yang telah diputuskan
oleh pegadilan akan dibawa dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
sebagai tempat untuk melaksanakan proses pembinaan narapidana. Dalam
penegakan hukum di Indonesia, sistem Pemasyarakatan sangat penting,
dikarenakan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pemidaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata
peradilan pidana. Pada tanggal 5 juli 1963, Universitas Indonesia
menganugrahkan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum kepada
Sahardjo S.H., yang pada kesempatan itu mengemukakan pidato dengan judul;

“Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila-manipol/Usdek”.

Konsepsi tentang hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon
beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangan tentang
pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan
narapidana, sehingga tujuan dari pidana —penjara oleh beliau dirumuskan sebagai
berikut: disamping menimbulakan rasa derita pada terpidana karena hilangnya
kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia supaya
menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, secara
singkat, menurut pandangan beliau, tujuan dari pidana penjara adalah



pemasyarakatan.' Sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana,
yang mengubah fungsi Lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat

pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.?

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan memuat arti dari sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan
adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Melihat defenisi dari sitem pemasyarakatan maka salah satu fungsi
Lembaga pemasyarakatan adalah, sebagai lembaga yang melakukan pembinaan
terhadap seseorang yang telah divonis secara hukum oleh pengadilan atas
kesalahannya, agar bekas narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatan yang

sama atau disebut juga degan residivis.

Keberadaan lembaga tersebut tidak hanya sebatas sebagai tempat menjalani
hukuman saja, akan tetapi juga melakukan pembinaan kepada para narapidana
tersebut agar kelak setelah bebas dapat menjalani hidup dengan benar dan patuh
terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku karena hak dan kewajiban bekas
narapidana sama dengan masyarakat lainnya sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

' S.R Achmad soerna dip raja, S.H, Romli Atmasasmita,S.H., 1979. Sistem pemasyarakatan Indonesia,
Bandung, Bina cipta, him 12-13.

2 Irwan, Petrus Panjaitan. S.H, M.H, Pandapotan Simorangkir, S.H.1995, Lembaga Pemasyarakatan
dalam Presfektif Sistem peradilan Pidana, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, him 49.



pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tugas pembinaan ini tentunya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan bagi
Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya Pembinaan terpidana diperlukan
perlengkapan-perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang
sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-
tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.® Faktor-faktor
pendukung itu dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlancar pembinaan
kepada narapidana sesuai dengan program-program yang telah di buat oleh
lembaga pemasyrakatan. seperti pembinaan kepribadian, dalam menghadapi
sebagian terbesar perbuatan-perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para
pelaku  kejahatan, maka penafsiran  harus dilaksanakan  dengan

mempertimbangkan kepribadian pelaku yang bersangkutan dan lingkungannya.*

Selanjutnya Pembinaan kerohanian narapidana dengan pendekatan agama
kepada narapidana. Terdapat 3 alasan pendekatan agama terhadap pelaku
kejahatan. Pertama, kemunduran kepercayaan terhadap ajaran agama sering
dipandang sebagai sebab yang potensial dari timbulnya kejahatan sekalipun
pandangan tersebut mungkin tidak tepat atau tidak dibuktikan, tetapi pandangan
tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedua , Agama memegang peranan
yang sangat penting dalam falsafah dan Psikologi hukuman. Ketiga , agama dapat
berperan sebagai pengobatan/penyembuhan dalam proses penghukuman dan
perlakuan terhadap para pelanggar hukum.’> Pembinaan kerohanian narapidana
dengan pendekatan agama dilaksanakan sesuai kepercayaan pribadi narapidana,

setelah kepribadian dan kerohanian maka dilakukanlah pembinaan berbangsa dan

’DR. Soedjono Dirdjosisworo,S.H.1984. Sejarah dan Azas-azas Penologi( Pemasyarakatan), Bandung,
Armico Bandung, him.200.
* Romli atmasasmita,S.H.LL.M.1984. Bunga Rampai Kriminologi, Bandung,CV. Rajawali Jakarta, him

24.

> Ibid hlm 51-52.



bernegara serta pemberian keterampilan yang bertujuan menjadi modal
narapidana tersebut apabila di kemudian hari bebas, Maka bekas narapidana dapat
mengunakan keahliannya yang ia dapatkan di lembaga pemsyarakatan sebagai

suatu keahlian dan diterapkan kepada masyarakat.

Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana tentunya tidak
sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus
menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan
kembali dengan cara menerima bekerja diberbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan
yang kerap terjadi adalah narapidana ditolak, dikucilkan dari masyarakat.® Usaha
pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk dalam lembaga hingga
pada saat ia lepas dari lembaga dan setelahnya dilanjutkan dengan usaha
pembingbingan lanjutan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah

atau swasta bila diperlukan.’

Pembinaan narapidana tidak hanya dibina Lembaga pemasyarakatan, tetapi
ada juga yang dibina di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Dalam sistem
Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara merupakan tempat menampung orang-
orang melakukan proses persidangan pidana. Rutan sebagaimana dalam Pasal 1
ayat (2) dan Pasal 18 hingga Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27
Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
adalah tempat ditahannya tersangka dan terdakwa selama menjalani proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan pada tingkat pertama,
pada tingkat banding dan kasasi. Permasalahan yang terjadi pada sebagian Rutan
adalah percampuran tahanan dengan narapidana. Dalam sistem Pemasyarakatan

Rumah tahanan merupakan tempat menampung orang-orang melakukan proses

6 Irwan, Petrus Panjaitan. S.H, M.H, Pandapotan Simorangkir, S.H.1995, Lembaga Pemasyarakatan
dalam Presfektif Sistem peradilan Pidana, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, him 41.

" DR. Soedjono Dirdjosisworo,S.H.1984. Sejarah dan Azas-azas Penologi( Pemasyarakatan), Bandung,
Armico Bandung, him.200.



persidangan pidana, tetapi dalam kenyataan Rutan juga di fungsikan sebagai
tempat pembinaan narapidana.

Hal ini lah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai
Pola pembinaan yang dilakukan oleh pegawai Rumah Tahanan Negara terhadap
narapidana dalam rangka mengurangi residivis di RUTAN klas 1l B Kabanjahe

Kabupaten Karo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan

permasalahanya yakni:

Bagaimana pola pembinaan narapidana oleh petugas Rumah Tahanan
Negara Klas Il B agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam
upaya menjawab permasalahan Pola pembinaan narapidana di Rumah Tahanan
Negara Klas Il B Kabanjahe Kabupaten Karo dalam rangka mengurangi residivis.
Dari analisis ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah
dikemukakan diatas, yaitu:

Untuk memperoleh data tentang pola pembinaan narapidana oleh petugas
Rumah Tahanan Negara klas Il B agar narapidana tidak mengulangi,

melakukan tindak pidana lagi setelah selesai menjalani masa pembinaan.



D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat

antara lain :
1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan denga peranan
pegawai lembaga dalam membina narapidana, terutama bagi

mahasiswa hukum.
2. Bagi Fakultas Hukum

Agar mahasiswa fakultas hukum dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan di bidang hukum yang berkitan dengan peranan
pegawai lembaga pemsyarakatan dalam membina narapidana, agar
tidak mengulangi kejahatan yang telah ia lakukan.

3. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Agar aparatur penegak hukum terutama pihak rumah tahanan negara
dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang
berkaitan dengan peranan Rumah Tahanan Negara dalam membina

narapidana.

E. Keaslian penelitian
Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan yang secara khusus
membahas tentang ‘“Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas

I B Kabanjahe Kabupaten Karo Dalam Rangka Mengurangi Residivis”. Oleh



karena itu penelitian ini berbeda baik dari segi judul, permasalahan, dan tujuan
penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk menguraikan
batasan-batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek yang
diteliti, yaitu :

1. Pola adalah sistem/cara kerja, struktur yang tetap.®

2. Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan
kualitas ketagwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana

dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.

4. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan pasal 18 hingga pasal 25 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rumah Tahanan Negara
adalah tempat ditahannya tersangka dan terdakwa selama menjalani
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan pada

tingkat pertama, pada tingkat banding dan kasasi.

® http://www.Kamusbesar.com



http://www.kamusbesar.com/

5. lIstilah residivis berasal dari bahasa Perancis yaitu re dan cado. Re
berarti lagi dan cado berarti jatuh, sehingga secara umum dapat
diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan criminal
yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhkan pidana dan
menjalani penghukumannya, atau lebih apabila seseorang melakukan
beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berarti
berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan yang telah

dijatuhkan hukuman oleh hakim.
Pengertian residivis secara harafiah adalah:
a. Pelakunya adalah orang yang sama.

b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu

telah dijatuhkan pidana oleh suatu putusan hakim.

c. Sibersalah harus pernah menjalani seluruh atau sebagian
hukuman penjara yang dijatunhkan terhadapnya atau
dibebaskan sama sekali dari hukuman tersebut.

d. Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau telah
berkekuatan hukum tetap

G. Metodologi penelitian

1.

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang didukung
dengan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan cara
mencari data dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang

undangan, doktrin serta berbagai macam literatur lainya yang sekiranya



mempunyai kesamaan dengan topik dan objek penelitian serta mewawancarai
narasumber yaitu pihak pihak yag terkait dengan permasalahan yang di teliti.
2. Sumber data
Dalam penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa

data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi :

a. Bahan hukum primer, antara lain berupa peraturan Perundang-

Undangan yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
Prof.Moeljatno

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun
1981

4) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang

Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku, hasil penelitian, pendapat

hukum dan website atau situs hukum

3. Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan
dengan metode:

a. Studi kepustakaan
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Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku
literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan
penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga
peraturan-peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara
Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala
Rutan Klas 1l B Kabanjahe, Kasubsi, dan pegawai Rutan Klas Il B
Kabanjahe yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan
yang diteliti.

4. Metode analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakan maupun lapangan,
diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan memahami dan
mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu
gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan di teliti. Proses
penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir
deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang
bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat

khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi
Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang
saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang
menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai
berikut :
BAB | PENDAHULUAN
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Dalam bab pendahuluan ini penulis mengutarakan tentang: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan

konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB Il POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS Il B KABANJAHE KABUPATEN KARO DALAM
RANGKA MENGURANGI RESIDIVIS.

Dalam BAB Il yang berisi pembahasan tentang pola pembinaan narapidan
di rumah tahanan Negara kelas 1l B Kabanjahe kabupaten karo dalam
rangka mengurangi residivis terbagi menjadi dua sub bab yaitu: sub bab
pertama yang berisi tentang kajian rumah tahanan Negara sebagai institusi
fungsional dalam pembinaan narapidana yang didalamnya dijelaskan
tentang gambaran umum rumah tahanan Negara kelas 11 B Kabanjahe , dan
kewenangan pembinaan terhadap narapidana serta saran dan prasarana
dalam pembinaan, sub bab kedua tentang pola pembinaan pegawai rumah
tahanan Negara untuk mengurangi resedivis yang didalamnya dijelaskan
tentang tinjauan umum mengenai narapidana dan tinjauan umum mengenai
resedivis serta pola pembinaan pegawai rumah tahanan Negara kelas Il B

kabanjahe dalam rangka mengurangi resedivis.

BAB Il PENUTUP

Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan yang berisi ringkasan atas
pembahasan permasalahan tentang pola pembinaan narapidana di rumah
tahanan Negara kelas Il B kabanjahe kabupaten karo dalam rangka
mengurangi residivis dan saran yang dapat diberikan penulis agar
pembinaan yang dilakukan terhadap residivis berbeda dengan pembinaan
narapidana yang baru pertama kali dibina dirumah tahanan Negara kelas Il
B Kabanjahe.



